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KATA PENGANTAR

u Penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2019
; ]” merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan
{' penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang

dipercayakan kepada Inspektorat Utama.

Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2019 ini sebagai
tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai

bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada

masyarakat, para pemangku kepentingan, serta Pimpinan
BPOM; di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis
BPOM dan sasaran program Inspektorat Utama serta upaya untuk meningkatkan kinerja
organisasi. Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2019 menyampaikan informasi kinerja
yang telah dicapai dan analisis serta upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja

Inspektorat Utama, serta BPOM pada umumnya.

Tahun 2019 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ketiga tahun 2015-2019. Oleh
karenanya, pada Laporan Kinerja ini juga disajikan evaluasi atas pencapaian kinerja selama

5 tahun pelaksanaan Rencana Strategis 2015-2019.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi
Inspektorat Utama atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, serta dapat
dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan BPOM, khususnya
dalam mewujudkan good governance dan clean government melalui transparansi dan

akuntabilitas kinerja.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan difokuskan untuk
mendukung sasaran strategis tingkat Badan Pengawas Obat dan Makanan (level 0), yaitu
“Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM sesuai roadmap RB BPOM 2015- 2019”
dengan Indikator Kinerja Utama Nilai RB BPOM dan Nilai AKIP BPOM.

Untuk mendukung sasaran strategis tersebut, Inspektorat Utama Badan POM menetapkan 8
(delapan) Sasaran Program dengan 12 (dua belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya
merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang telah diperjanjikan antara Inspektur Utama

dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran program Inspektorat Utama adalah (1) Meningkatnya capaian RB BPOM program
penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 — 2019; (2) Meningkatnya
peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor; (3) Meningkatnya birokrasi BPOM yang
berkualitas, bersih dan bebas KKN; (4) Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program
penguatan sistem pengawasan; (5) Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
BPOM Andal; (6) Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP; (7) Terwujudnya RB
Inspektorat Utama BPOM sesuai road map RB BPOM 2015-2019; dan (8) Meningkatnya

kapabilitas pengawasan intern.

Pada tahun 2019, dari 8 (delapan) Sasaran Program dengan 12 (dua belas) indikator kinerja
utama telah diukur capaian kinerjanya. Terdapat beberapa keberhasilan tingkat nasional yang
diakui oleh stakeholder Inspektorat Utama, antara lain:

1. Mempertahankan opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan
POM Tahun Anggaran 2018 untuk ke-lima kalinya berturut-turut, sehingga mewujudkan
opini WTP lestari;

2. Mempertahankan level kapabilitas APIP melalui skema Internal Audit Capability Model
(IACM) pada level 3 (Integrated);

Mempertahankan Maturitas SPIP pada level 3 (terdefinisi); dan
Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI yang tertinggi pada Auditorat Utama
Keuangan Negara VI (94,24%).

i LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT UTAMA 2019



Pada tahun 2019, 11 (sebelas) dari 12 (dua belas), atau 91,67% dari indikator kinerja, dicapai
dengan kriteria “Baik”. 5 (lima) dari 11 (sebelas) indikator yang dicapai dengan kriteria “Baik”
tersebut belum mencapai target yang diperjanjikan 100%, namun masih berada pada kisaran
capaian 90,01-99,99%. 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Persentase rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM” tercapai dengan nilai capaian indikator
117.80%, dengan kriteria “Sangat Baik”. Seluruh (8 dari 8) sasaran program Inspektorat
Utama selama tahun 2019, tercapai dengan kriteria “Baik”, sesuai target dalam perencanaan

kinerja.

Realisasi anggaran Inspektorat Utama tahun 2019 yaitu sebesar Rp24.295.420.238,- atau
98.47% dari total anggaran Rp24.673.283.000,-.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2019, telah dirumuskan langkah-langkah
yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:
(1) Optimalisasi mekanisme pengumpulan data kinerja dan evaluasi internal; (2) Analisis dan
reviu Indikator Kinerja Utama secara mendalam, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang
menjadi baseline pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020 sampai
dengan 2024; (3) Optimalisasi peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan trusted
advisor yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi organisasi; (4) Digitalisasi
pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK); dan (5)
Intensifikasi kerjasama dengan LKPP, BPKP, BPK RI, Kementerian Keuangan RI dan
stakeholder terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan

peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.
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PENDARULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi,
dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang
meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta
pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan
SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat
beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan

stakeholder.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan
Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP
dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan
program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam
sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2019
merujuk kepada Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2015-2019 serta Perjanjian

Kinerja Inspektorat Utama tahun 2019.
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1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah
Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan
Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Stuktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Rl Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan

Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon | dengan pembentukan

Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun

2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas

Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM.

Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang
Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat
Il, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan

organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 1-1. Struktur Organisasi BPOM

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:

Inspektorat Utama

Inspektorat|

Inspektorat Il

Sub Bagian
Tata Usaha

_[

Kelompok Jabatan
Fungsional Auditor

J_

Sub Bagian
Tata Usaha

Bagian Tata
Usaha

Sub Bagian
Keuangan dan
Umum

Sub Bagian
Program dan
Evaluasi

Kelompok Jabatan
Fungsional

Gambar 1-2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA 2019




1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan
kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan
yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam
memberikan jasa assurance dan consulting kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan
menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai Quality Assurance (QA)
dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan
fungsi trusted advisor, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran
strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat
dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai pengawas intern, berfungsi sebagai
mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan early warning sebelum

terjadi penyimpangan.

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, aparat pengawas intern diharapkan lebih
berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan
(customer satisfaction). Aparat pengawas intern tidak dapat lagi hanya berperan
sebagai watchdog, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Mengingat
pentingnya reposisi peran APIP sebagai QA dan trusted advisor, maka fokus pelaksanaan
tugas APIP adalah pendampingan dalam seluruh fungsi manajemen organisasi, dimulai dari
perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan
menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola
pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak
ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan assurance seperti reviu, evaluasi,

pemantauan serta kegiatan konsultasi.

1.5. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas-tugas Inspektorat Utama sesuai dengan peran dan fungsinya,
didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia, sarana dan

prasarana, serta anggaran.
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1.5.1. INTERNAL
1) SUMBER DAYA MANUSIA
SDM Inspektorat Utama Badan POM per Desember tahun 2019 terdiri dari 74 orang
pegawai, yang terdiri dari 1 (satu) orang Inspektur Utama, 1 (satu) orang Inspektur, 1
(satu) orang Kepala Bagian Tata Usaha, 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian, 24 (dua
puluh empat) orang Auditor, 1 (satu) orang Auditor Kepegawaian, 1 (satu) orang PFM,
1 (satu) orang Analis Kepegawaian, 1 (satu) orang Pustakawan, 12 (dua belas) orang
Pelaksana, 8 (delapan) orang CPNS, dan 19 (enam belas) orang PPNPN.

S E=clont Eselon | 1 orang
mEseloa Eselon Il 1 orang
M Eselon 11l
e loni Eselon IlI 1orang
u Auditor Madya Eselon IV 4 orang
= Auditor Muda Auditor Madya 4 orang
16% maudiorRetel Auditor Muda 8 orang
2 W JFT lainnya Audi > 3
16% 5% e uditor Pertama orang
BCPNS Auditor Kepegawaian 1orang
m PPNPN PFM 1orang
Analis Kepegawaian 1 orang
Pustakawan 1orang
Gambar 1-3. Komposisi SDM Inspektorat Pelaksanka (JF;ENS calon 12 orang
eman
Utama Berdasarkan Jabatan pemangku JF)
CPNS 8 orang
PPNPN 19 orang
Jumlah 74 orang
Golongan IV 8 orang
Golongan lll 47 orang
m Golongan IV
PPNPN 19 orang
M Golongan Iil
PR Jumlah 74 orang

Gambar 1-4. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan
Golongan
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S2 7 orang
Profesi Apoteker 11 orang
mS2 S1 51 orang
= Profesi Apoteker Diploma Ill 1 orang
mS1 SLTA 3 orang
Diploma i SLTP 1 orang
S Jumlah 74 orang
B SLTP

Gambar 1-5. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Pendidikan

2) JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA
Inspektorat Utama telah menghitung kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban
kerja (ABK). Kondisi pemenuhan pegawai Inspektorat Utama tahun 2019 adalah
sebagai berikut:

Tabel 1-1. Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama

Unit ABK Bezzeting Gap Keterangan

Kerja/Bagian (orang) 2019 (orang) (orang)

Inspektorat | 53 22 31 e Posisi Inspektur |
kosong per 1 Oktober
2019

e Bezzeting termasuk
calon pemangku
Jabatan  Fungsional
(JF) sebanyak 8 orang
(PNS dan CPNS)

Inspektorat Il 52 26 26 Bezzeting termasuk calon
pemangku JF sebanyak 10
orang (PNS dan CPNS)

Bagian Tata 18 8 10 e Termasuk Inspektur

Usaha Utama

Inspektorat e Bezzeting termasuk

Utama calon pemangku JF di

Bagian TU sebanyak 2
orang
Jumlah 123 56 67

Bedasarkan tabel di atas, bezzeting pegawai sebanyak 56 orang dari kebutuhan
berdasarkan ABK sebanyak 123 orang, sehingga persentase pemenuhan pegawai
di Inspektorat Utama per 31 Desember 2019 adalah sebesar 45,53%. Untuk

mengisi gap ini, Inspektorat Utama merekrut tenaga Pegawai Pemerintah Non
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Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 19 orang untuk pekerjaan yang bersifat

administrasi.

Adapun kondisi pemenuhan jabatan fungsional auditor di Inspektorat Utama sebagai

berikut:

Tabel 1-2. Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan Fungsional ABK
Auditor (orang)
Auditor Utama 2
Auditor Madya 6
Auditor Muda 18
Auditor Pertama 54
Total 80

Bezzeting 2019
(orang)

0

4

8
299
41

Gap %
(orang) pemenuhan
2 0
2 66,67
10 44,44
25 53,70
39 51,25

Ket: *) termasuk PNS/CPNS yang diproyeksikan menduduki jabatan auditor pertama

Pada tahun 2019 terdapat 10 orang PNS dan 7 orang CPNS yang akan menduduki

jabatan auditor pertama. Ketujuhbelas calon auditor tersebut telah diperankan sebagai

anggota tim dalam penugasan pengawasan.

3) SARANA DAN PRASARANA

Tahun 2019 Inspektorat Utama menempati Gedung A Lantai 1 untuk ruang kerja

Inspektur Utama dan Ruang Rapat Inspektur Utama. Sementara Ruang Kerja

Inspektur I, Inspektur I, Auditor, dan Tata Usaha menempati Gedung | lantai 2.

Dengan adanya perubahan OTK baru dan pembangunan gedung yang sedang

dilaksanakan di Lingkungan BPOM, penempatan ruangan pegawai masih belum

terpadu.

Tabel 1-3. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2015 s.d. 2019

NO NAMA BARANG 2015 2016 2017 2018 2019
Aset Tetap
1 Mini Digital Video Recorder 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 1 unit
2 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 1 unit 2 unit 2 unit 4 unit 4 unit
3 Sepeda Motor 2 unit 2 unit 2 unit 5 unit 5 unit
4 Lemari Penyimpan 0 unit 0 unit 0 unit 4 unit 4 unit
5 Mesin ketik listrik 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
6 Mesin Penghitung Uang 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit
7 Mesin Fotocopy Electronic 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 0 unit
8 Lemari Besi/Metal 12 unit 12 unit 12 unit 13 unit 19 unit
9 Lemari Kayu 18 unit 18 unit 18 unit 22 unit 23 unit
10 | Brandkas 0 unit 0 unit 0 unit 2 unit 2 unit
11 | Locker 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit
12 | White Board 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
13 | Alat Penghancur Kertas 1 unit lunit 1 unit 4 unit 7 unit
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NO NAMA BARANG 2015 2016 2017 2018 2019
Aset Tetap
14 | LCD Projector/Infocus 1 unit 2 unit 3 unit 6 unit 11 unit
15 | Binding Machine 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
16 | Meja kerja Besi/Metal 0 unit 0 unit 1 unit 1 unit 1 unit
17 | Meja Kerja Kayu 15 unit 15 unit 15 unit 36 unit 42 unit
18 | Kursi Besi/Metal 52 unit 52 unit 52 unit 106 unit 106 unit
19 | Kursi Kayu 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 6 unit
20 | Sice 0 unit 0 unit 2 unit 4 unit 4 unit
21 | Meja Rapat 3 unit 3 unit 3 unit 2 unit 2 unit
22 | Meja Makan Kayu 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 1 unit
23 | Gantungan Jas 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit
24 | Workstation 0 unit 0 unit 0 unit 2 unit 2 unit
25 | Lemari Es 0 unit 0 unit 0 unit 2 unit 3 unit
26 | Teko Listrik 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 2 unit
27 | Oven Listrik 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit
28 | Televisi 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit
29 | Dispenser 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 8 unit
30 | Slide Projector 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
31 | Camera digital 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 3 unit
32 | Telephone (PABX) 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
33 | Intermediate/Key Telephone 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit
34 | Pesawat Telephone 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
35 [ Facsimile 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
36 | KursiZeis 0 unit 0 unit 0 unit 50 unit 50 unit
37 | Lightweight Concrete Test Hommer 0 unit 0 unit 0 unit 2 unit 2 unit
38 | P.CUnit 19 unit 20 unit 20 unit 30 unit 32 unit
39 | Note Book 33 unit 31 unit 31 unit 60 unit 69 unit
40 | Tablet PC 0 unit 0 unit 0 unit 3 unit 3 unit
41 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 31 unit 26 unit 26 unit 30 unit 39 unit
42 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) 3 unit 3 unit 3 unit 2 unit 2 unit
43 | External/Portable Hardisk 5 unit 5 unit 5 unit 3 unit 3 unit
44 | Server 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 1 unit
45 | Software Komputer 0 unit 0 unit 0 unit 3 unit 5 unit
Aset Tetap Lainnya

46 | Monografi 114 unit 114 unit 114 unit 114 unit 114 unit
47 | Buku Lainnya 18 unit 18 unit 18 unit 18 unit 18 unit

4) ANGGARAN

Anggaran Inspektorat Utama tahun 2019 sebesar 24.673.283.000 dengan realisasi
sebesar 24.295.420.238 (98,47%).

Tabel 1-4. Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2019 (per Output)

4115
4115.001 @ Pengawasan Intern pada mitra

Inspektorat |
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Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur |

7.436.030.000

7.283.119.738

97,94%




4115.951  Layanan Sarana dan Prasarana 626.080.000 621.356.397 99,25%
Internal
4115.994 | Layanan Perkantoran 9.920.283.000 9.796.790.229 98,75%
4116 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Il
4116.001  Pengawasan Intern pada mitra 6.690.890.000 6.594.153.874 98,55%
inspektorat Il
24.673.283.000  24.295.420.238 98,47%

1.5.2. EKSTERNAL

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas assurance

dan consulting di lingkungan BPOM yang meliputi:

1) Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA,

2) Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan,

dan Kosmetik;

3) Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;

4) Satuan Kerja Deputi Bidang Penindakan;

5) Satuan Kerja Sekretariat Utama;

6) Satuan Kerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional,

7) Satuan Kerja Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan;

8) Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;

9) Satuan Kerja Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan; dan
10) Satuan Kerja 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM di seluruh Indonesia.

1.6. ISU STRATEGIS

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki

pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko

dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh

BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya

preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus

pelanggaran hukum.

Inspektorat sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan

pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:
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1.6.1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Inspektorat Utama selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi quality assurance dan
consultancy SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPOM
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan
Buku 2 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019,
disebutkan bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah pada Level 3. Nilai
SPIP BPOM mengalami kenaikan seiring dengan integrasi antara manajemen resiko dan
SPIP, yang didukung dengan diterbitkannya Keputusan Kepala BPOM RI Nomor
HK.04.01.1.23.08.17.3896 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan

Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.6.2. Internal Audit Capability Model (IACM)

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman
Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-
tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas,
kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan
peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk
memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses
bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan

fungsi APIP yang efektif.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang
memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun
SDM. Berdasarkan assessment atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model Internal
Audit Capability Model (IA-CM), akan diperoleh gambaran mengenai areas of improvement

dari masing-masing APIP.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2018 perihal kapabilitas APIP BPOM, Inspektorat
Utama BPOM telah berada pada level 3 penuh dari 5 level kapabilitas APIP.

1.6.3. Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN
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& RB) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hal
ini dilakukan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik
lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi
kesejahteraan masyarakat. Untuk mengawal pelaksanaan pemantauan pelayanan publik
yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN & RB, maka sesuai Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Inspektorat Utama melaksanakan
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap seluruh Unit Pelayanan Publik di Lingkungan
BPOM.

SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan

dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran:

1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyelenggara pelayanan;

2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan
pelayanan publik; dan

4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

1.6.4. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peratutan ini menyatakan bahwa PIPK wajib
diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan.
Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang

andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian
Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu
penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari

laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.
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1.6.5. Fraud Control Plan (FCP)

Sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta dalam rangka
mendeteksi dan mencegah korupsi sedini mungkin, Inspektorat Utama selaku APIP yang
melaksanakan fungsi audit internal sebagai mitra manajemen memegang peran strategis
dalam memerangi korupsi. Transformasi peran APIP dalam hal pencegahan, pendeteksian
dan investigasi fraud khususnya korupsi dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan
organisasi APIP yang dicirikan dengan peningkatan kapabilitas APIP.

Tranformasi peran APIP tersebut harus dilakukan guna mewujudkan konsep masa datang
dalam upaya memerangi korupsi, yaitu mengedepankan upaya preventif dan mengurangi
upaya investigatif. Strategi yang dikembangkan adalah berdasarkan pemikiran bahwa korupsi
disebabkan tiga aspek yaitu aspek manusia, institusi dan sosial budaya. Fraud Control Plan
(FCP) sangat diperlukan untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan
kejadian berindikasi korupsi. Untuk itu, Inspektorat Utama perlu mendorong untuk
implementasi FCP baik yang bersifat organisasional, tematik, lintas sektoral maupun

regulatory specific.

1.6.6. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM, Inspektorat Utama secara aktif
berperan dalam beberapa aspek antara lain:

1) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;

2) Tim Pelaksana Bidang Pengawasan;

3) Tim Pelaksana Bidang Penguatan Akuntabilitas; dan

4) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Dalam Pelaksanaan PMPRB di BPOM, Inspektorat Utama bertanggung jawab sebagai

koordinator Asesor PMPRB BPOM dan telah melaksanakan beberapa hal antara lain:

1) Merencanakan dan mengorganisasikan PMPRB;

2) Mengomunikasikan aktivitas PMPRB pada masing-masing Unit Kerja;

3) Memberikan pelatihan yang memadai bagi Asesor PMPRB;

4) Mengikutsertakan pejabat Eselon Il sebagai Asesor PMPRB dan terlibat sepenuhnya
sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB;

5) Melakukan reviu kertas kerja Asesor sebelum menyusun kertas kerja BPOM,;

6) Melakukan konsensus atas kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB BPOM; dan
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7) Mengomunikasikan dan melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL).

1.6.7. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dasar pembangunan zona integritas adalah pencanangan pembangunan zona integritas
menuju WBK dengan menandatangani dokumen fakta integritas. Inspektorat Utama sebagai
Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan

administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut diatas, Inspektorat Utama sebagai
APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan
yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan
meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang
akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih
dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan
keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh

organisasi secara transparan.
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PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS
2.1.1. VISI

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja

sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (consulting) dan sebagai quality assurance.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama
mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi BPOM
yaitu Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.
Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang
mampu mendorong peningkatan kinerja BPOM yang transparan dan akuntabel, sehingga

ditetapkanlah visi Inspektorat Utama sebagai berikut:

dan Daya Saing Bangsa

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat J

Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai kewajiban untuk
selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan
misi BPOM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama senantiasa berusaha
menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama
selaku unit pengawas internal harus menjadi mitra kerja bagi satuan kerja yang diawasinya,
kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang
terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama juga berupaya menjadi agent
of change dalam organisasi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam

rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT UTAMA 2019



2.1.2. MISI
Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal
yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih
nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai upaya-
upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Utama. Misi adalah suatu
yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dan tidak menyimpang dari visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Inspektorat

Utama adalah sebagai berikut:

*Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis
risiko untuk melindungi masyarakat

*Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan
jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat
kemitraan dengan pemangku kepentingan

*Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Obat dan
Makanan

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi
pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan
pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip good governance dan terhindar dari tuntutan
hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik
pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan
akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di

lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini
bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang
baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem

pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

2.1.3. TUJUAN
Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan
strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi
organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan
lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah: (1) Memberikan
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keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM

sesuai dengan peraturan. Dalam hal ini APIP diharapkan mampu menilai ketaatan, efisiensi,

efektifitas, dan ekonomis (value for money audit); dan (2) Meningkatnya pengawalan APIP

terhadap pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini APIP diharapkan mampu:

a) Memberikan jaminan (assurance) atas proses tata kelola sesuai peraturan;

b) Mampu memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian
intern; dan

¢) Mendeteksi terjadinya indikasi korupsi.

Tujuan ===
c0°
1. Memberikan Keyakinan yang 2. Meningkatnya Pengawalan APIP
Memadai atas Pencapaian Tujuan terhadap Pengelolaan Sumber Daya

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
.. Badan POM Sesuai Dengan Peraturan

Mampu menilai ketaatan, efisiensi,

efektifitas, dan ekonomis (value for
money audit)

Memberikan jaminan (assurance) atas

proses tata kelola sesuai peraturan e Indikator

Mampu memberikan konsultasi pada tata
kelola manajemen risiko dan
pengendalian intern

Mendeteksi terjadinya indikasi korupsi -

Gambar 2-1. Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara
pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting
dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna

mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

2.1.4. SASARAN
Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara

lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun
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waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan
yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis
ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya
organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5
(lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis
yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan
bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian sasaran strategis Inspektorat Utama sebagai berikut:

Pencapaian sasaran diukur menggunakan indikator-indikator yang disusun secara Spesifik,
Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant, dan Time-Bound
(terdapat batasan waktu untuk mencapainya). Indikator sasaran dan definisi operasional
indikator Inspektorat Utama sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2-1. Sasasan, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama

No. Perspektif Sasaran / Indikator Definisi Operasional Indikator
1. | Customer Meningkatnya Nilai RB BPOM | Nilai RB BPOM program penguatan
Perspective | capaian RB komponen penguatan | pengawasan merupakan nilai
BPOM program sistem pengawasan pencapaian Reformasi Birokrasi BPOM
penguatan sistem komponen hasil Program Penguatan
Pengawasan
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